
 

 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.914, 2017 KEMENDAG. Penerbitan Izin bidang Perdagangan 

LN. Pendelegasian Kewenangan kepada KPBPB-
BBK. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 45/M-DAG/PER/7/2017 

TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG 

PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN 

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BADAN 

PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 

BINTAN, DAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 

PELABUHAN BEBAS KARIMUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi perkembangan dan tantangan 

persaingan global, semangat otonomi daerah, dan 

mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan 

internasional yang dapat memberikan pengaruh dan 

manfaat bagi perekonomian nasional, perlu dilakukan 

percepatan pengembangan pembangunan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Bintan, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Karimun; 

  b. bahwa untuk mendukung percepatan pengembangan 

pembangunan dan kegiatan usaha di Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 
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Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Bintan, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Karimun, perlu mendelegasikan kewenangan 

penerbitan perizinan di bidang perdagangan luar negeri 

kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun; 

 c. bahwa ketentuan pelimpahan kewenangan penerbitan 

perizinan di bidang perdagangan luar negeri kepada 

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan 

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Karimun sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-

DAG/PER/3/2009 sudah tidak relevan; 

 d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di 

Bidang Perdagangan Luar Negeri kepada Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan 

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Karimun; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4775); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5195); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4758); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4759); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata 

Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 

serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5277); 

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-

DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang 

Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 395); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 

tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran 

Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan 

sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 331); 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-

DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang 

Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1006); 
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15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-

DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1516); 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN 

DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN 

PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 

PELABUHAN BEBAS BATAM, BADAN PENGUSAHAAN 

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 

BINTAN, DAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN 

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Bintan, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Karimun yang selanjutnya disingkat 

KPBPB-BBK, adalah suatu kawasan yang berada di 

dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga 

bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan 

nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. 

2. Dewan Kawasan Batam, Dewan Kawasan Bintan, dan 

Dewan Kawasan Karimun yang selanjutnya disebut 

Dewan Kawasan adalah Dewan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Dewan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan 

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Karimun. 
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